
Menimbang

BUPATITAPIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN

PERATURANBUPATITAPIN
NOMOR32 TAHUN2020

TENTANG

RENCANAKERJA PERANGKATDAERAH
TAHUN2021

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITAPIN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu

menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huraf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja

Perangkat Daerah Tahun 2021;



Mengingat
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1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Repuhlik lndQn~gia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4355);

5. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nornor 104, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor4421);
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7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 NQmQr 1.2f),

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5601);

.,\
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11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stahilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corono VirusDisease 2019 (COVID-I9)danj'atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
darr/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 83, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tabapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran

Indonesia Nomor4817);
Negara Republik
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahur,

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

ten tang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

10);
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21. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 13Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dal2mNeseri
Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

22. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 15Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor927);

23. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana KerjaPemerintah Daerah (BeritaNegara

RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

25. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);

26. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodeflkasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor40 Tahun
2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor590);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor09);
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tabun 2012 Nomor01);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12

Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2012 Nomor 12);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2013 Nomor05);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16

Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013
Nomor 16);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor09),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaaten Tapin Nomor09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
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34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2018 2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);

35. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuzas

dan Fungsi serta Tata KeIja Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati

Tapin Nomor 25 Tahun 2016 ten tang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2018 Nomor 31);

36. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019

ten tang Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 03);

37. Peraturan Bupati Tapin Nomor 27 Tahun 2020

tentang Rencana KeIja Pemerintah Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2021 (Berita Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKATDAERAHTAHUN2021.
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Pasall

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 ditetapkan

sebagaimana tercantum dalam:

Lampiran I Dinas Pendidikan

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI

Lampiran XVII
Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XXI

Lampiran XXII

Lampiran XXIII
Lampiran XXIV
Lampiran XXV
Lampiran XXVI

Dinas Kesehatan
RSUDDatu Sanggul
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
dan Pertanahan
Satuan Polisi Pamong Praia dan Kebakaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas Perhubungan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perikanan
Dinas Pertanian
Dinas Perdagangan
Dinas Perindustrian
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Lampiran XXVII Sekretariat Daerah
Lampiran XXVIII Sekretariat DPRD
Lampiran XXIX Kecamatan Piani
Lampiran XXX Kecamatan Lokpaikat
Larnpiran XXXI Kecamatan Tapin Utara
Lampiran XXXII Kecamatan Bakarangan
Lampiran XXXIII Kecamatan Candi Laras Selatan
Lampiran XXXIV Kecamatan Candi Laras Utara
Lampiran XXXV Kecamatan Hatungun
Lampiran XXXVI Kecamatan Salam Babaris
Lampiran XXXVII Kecamatan Tapin Tengah
Lampiran XXXVIII Kecamatan Tapin Selatan
Lampiran XXXIX Kecamatan Binuang
Lampiran XL Kecamatan Bungur
Lampiran XLI Inspektorat
Lampiran XLII Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan
Lampiran XLIII Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah
Lampiran XLIV Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah
Lampiran XLV Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal2
Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. pendahuluan;

b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. tujuari dan sasaran Perangkat Daerah;
d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. Penutup.
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Pasa13

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan

Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasa14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

1,
Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 22 AgustU6 2020

BUPATITAPINl

Diundangkan di Rantau

pada tanggal22 A

\ M. ARIFINARPAN ~

2020

MAS

KABUPATENTAPINTAHUN2020 NOMOR32


